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P U T U S A N 

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Sj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai 

Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx 

xxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx 

xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2022 

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 

18/Pdt.G/2022/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada 

hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 di Dusun Dumme, Desa Sanjai, 

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah adalah 

saudara kandung Penggugat bernama Amir yang dinikahkan oleh Imam 

Kampung, bernama Jawase, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 

2 gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Tarappe dan 

Rappe, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus 

bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah 
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secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar 

pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama 

selama 2 (dua) tahun di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dumme 

Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;  

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 

masing-masing bernama : 

    a. Muh. Nizam bin Uding umur 6 (enam) tahun 

    b. Nur Azizah binti Uding umur 5 (lima) tahun kini kedua anak tersebut ikut 

bersama Penggugat;  

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan 

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan juni 2016, rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul, 

menampar, dan menendang Penggugat, selain itu Penggugat tidak pernah 

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;  

5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 

Agustus 2016 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat ke kota 

Samarinda tanpa sepengetahuan Penggugat akhirnya Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 5 (lima) tahun 4 

(empat) bulan lamanya dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri 

dan tanpa nafkah berupa apapun;  

6. Bahwa Penggugat mengetahui dan memahami mengenai hak-hak istri 

pasca perceraian yakni nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah, 

namun Penggugat bersedia tidak menuntut hak-hak tersebut;  

7.       Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat 

merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan 

pernikahan dengan Tergugat;  

 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  
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Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT, dan 

Tergugat, TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2014 

di Dusun Dumme, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;  

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap 

Penggugat, PENGGUGAT;  

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku;  

Subsider: 

-         Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat 

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam 

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak 
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pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, 

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu 

halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg gugatan Penggugat 

harus dinyatakan gugur; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;   

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah  Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);   

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. Anwar, L.c. 

sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Kaharuddin, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Surianti, 

S.E.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya oleh Penggugat dan 

Tergugat; 

Hakim Anggota 

 

 

 

Mansur, S.Ag., M.Pd.I. 

Ketua Majelis 

 

 

 

H. Anwar, L.c. 

Hakim Anggota 
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Kaharuddin, S.H. 

 Panitera Pengganti 

 

 

 

Surianti, S.E.I. 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,- 

2. Proses  : Rp.  50.000,- 

3. Panggilan  : Rp.  660.000,- 

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,- 

5. Redaksi  : Rp.   10.000,- 

6. Meterai  : Rp.   10.000,- 

Jumlah   Rp. 780.000,-  

     (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) 
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